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PENGANTAR EDITOR 

Enam puluh tahun sudah Fakultas Hukum Universitas Katolik 

Parahyangan (FH Unpar) mengada di dunia pendidikan. Mulai dari 15 
September 1958, FH Unpar mengabdikan diri di tatar Parahyangan dengan 

terus bcrusaha mem bcrikan pcndidikan yang baik. Semangat awal Mgr. 
Prof. Dr. N.J. C. Geise, OFM dan Mgr. P.M. Arnts, OSC dalam pendirian 

kampus swasta ini terns bergulir, juga dalam keseharian giat yang dilalmkan 

para civitas akademika FJ-l Unpar. 

Pada usia yang telah menginjak Lustrum XII, telab dilaksanakan berbagai 

pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Meski demikian, 
tidak bcrarti bahwa FH Unpar telah berada di titik senjanya. Usia tersebut 

justru menjadi pemicu para akademisi di lingkungan FI-I Unpar dan kampus 
sahabat untuk terus bcrkontribusi melalui berbagai bidang ilmu hukum yang 

dikuasai. 

Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai tema yang dipilib dalam peringatan 

kebahagiaan bersama ini memiliki konteks yang luas; berhubungan langsung 
dengan kehidupan manusia; juga membutuhkan peran serta banyak pihak 

dalam pelaksanaan dan penegakannya. Menjadi tidak berlebihan kiranya jika 
tema HAM dikaji dari berbagai bidang dalam ilmu hukum. 

HAM tidak hanya berkaitan dengan isu manusia dan hak politiknya; 

kemanusiaan; kesetaraan antara penyandang disabilitas dan 

.>:rtler<:ka yang tidak menyandangnya; atau pcngakuan hak-hak masyarakat 
Konsep yang luas ini pada dasarnya mcncakup seluruh bidang 

!Js~tn('lur,an manusia. Terbukti dari telah bcrkembangnya tiga generasi 1-IAM, 

dari HAM generasi pertama yang berbicara mengcnai hak sipil dan 
HAM generasi kedua yang mcliputi hak ekonomi, sosial, dan 

h.ingga HAM generasi ketiga yang membabas misalnya hak atas 
\Qangun:m, hak atas perdamaian, hak atas lingkungan hid up yang baik, 
atrl-!fun. Perkembangan terse but dimulai dari saar di mana tidak perlu 
(\>can:1pD1t tangan negara terhadap hak-hak dan kebebasan individual. 

\'fpada diperlukannya sikap aktif ncgara untuk memenuhi hak-bak 

atas tuntutan akan persamaan sosial dan pada akhirnya 



mewajibkan negara untuk menyusun dan menjalankan program bab~ 

pemenuhannya. Terakhir, sampai pada saat eli mana pelaksanaan hak-hak 
generasi ketiga, membutuhkan aelanya kerja sama internasional dan bukan 

sekeelar tanggung jawab suatu negara. 1 

Menuangkan pikiran dengan menulis elalam sebuah bunga rampai, adalah 
suatu ikhtiar untuk memperluas kajian tcntang HAM. Diharapkan, terjadi 

peningkatan pcmahaman liAM bagi masyarakat. Dengan elemikian, 
intetnalisasi nilai-nilai HAM sebagai wujud nyata pcngakuan terhadapnya 
perlu terjadi. Oleh karena melalui HAM, hak-hak manusia ditempatkan eli 

tempatnya yang tertinggi yang tidak bisa diingkari. Pengingkaran tcrhadap 

HAM sama artinya dengan mengingkari eksistensi manusia itu sendiri.2 

Dalam usaha tersebut, bersamaan dengan Dies Natalis ke-60 FH Unpar, 

peluncuran Buku Percikan Gagasan tentang Hukum V yang bertema "Hak 
Asasi Manusia" ini diharap dapat semakin mcluaskan penyebaran kajian 
akan HAM. Hal ini dilakukan juga untuk membantu terciptanya 

implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Man usia (RAN HAM) yang 
tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana 

Aksi Nasional Hak Asasi Man usia Tahun 2015-2019 (Perpres 75/2015). Di 

mana setelah melihat hasil evaluasi dari tant:angan RANHAM 2011-2014 

terdapat dua tantangan terbesar, yaitu kurang optimalnya koordinasi 

antarlembab"' pelaksana dan kurang efektifnya mckanisme pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM 2011-2014. Dengan 
demikian, dukungan dan peran serta masyarakat, serta pembenahan 

lembaga pelaksana RANHAM 2015-2019 (baik yang terlibat langsung 
maupun ridak) perlu diupayakan. 

Atas dasar hal tersebut, tulisan dalam buku Percikan Gagasan tentang 
Hukum V ini dibagi berdasarkan tulisan yang ditujukan pada pcmbenahan 

lembaga, serta yang dibarapkan mampu mcningkatkan sikap intcrnalisasi 
nilai dalam diri sendiri. Di akhir, buku ini akan ditutup dengan tulisan yang 

1 Rhona K. M. Smith, dkk., Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM 
2008), h1m. 15-17. 

2 Suparman Marzuki, Hak atas Pembangunan sebagai Hak Asasi Manusia, 
TT1XllC'l A 1\.1,-, t.id./Y'XVTT/?.002. hlm. 50. 



lebib memperlihatkan unsur internasionalnya, di mana Indonesia sebagai 

aktor internasional, juga turut mcmhcrikan sumbangsih bagi diskusi 

maupun aksi nyata mengenai .HAM. 

1. Pembenahan Lembaga yang Berkaitan dengan Pelaksanaan 
HAM 
Dalam bagian ini, dapat dibaca berbagai tulisan mulai dari: 

a. !Jak-bak merekayang bemda dalatJJ keadaan bebas (tidak .redang men;alani 

!Jifkumttn pidana), scperti diskusi mengenai hak untuk bebas 

berpcndapat di era po.rNmtb, hak para tuna grabita untuk menikah, 

hak anak-anak untuk tidak dieksploitasi dalam bisnis, hak para 

pemeluk agama minoritas, hak para lesbian, gay, biscksual, dan 

transgender, serta hak seseorang atas dwikewarganegaraan. 

b. bak-bak Jllerekaymzg te11,gab bet:rit(l!,gtmgan denc~a11 bukum pidana, seperti 

hak para tcrsangka untuk mcmperoleh pcradilan yang adil dan t1dak 

mcmihak; hak terdakwa untuk mendapatkan makanan yang layak; 

perlindungan bagi anak autis (baik sebagai korban maupun pelaku) 

dalam hukum pidana formil Indonesia. 

2. Peningkatan lnternalisasi Nilai HAM 
Dalam rangka peningkatan int:ernalisasi nilai, terdapat tulisan untuk 

menghalau ekstrimisme dengan meningkatkan pemahaman akan nilai

nilai Pancasila dan HAM. 

Indonesia sebagai Aktor Internasional dalam Diskusi dan Aksi 
Nyata mengenai HAM 
Terakhir, dalam bagian ini disajikan beragam tulisan mulai dari ikut 

sertanya Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN dalam diskusi 

tcngah bergulir mengenai H111JJrl11 Eig!Jt:r Co11rt in ASIC!AN; 
P'~mba'l1a;;an mengcnai hak-hak mereka yang tcrlibat dalam Pengadilan 

<'\lKVai Internasional; juga hak-bak para pcngungsi. Disambung pula 

tulisan mengcnai upaya untuk ikut serta mengambil aksi nyata 

perlindungan sektor perikanan; scrta peran nyata pemerintah 

mengatasi perubaban iklim dan mcwariskan bumi dalam kondisi 

generasi mendatang. 



Sebagai penutup kami ment,YUcapkan terima kasih kepada para penulis yang 
telah bersedia untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan pribadi dan 

memberikan kontribusinya dalam bentuk tulisan. Adapun pengeditan hanya 
dilakukan untuk tampilan tulisan dan hal-hal yang bersifat tclmis, tanpa 
masuk hingga ranah substansi. Sehingga, hak atas kekayaan intelektual 

setiap tulisan dan kewajiban akademik tetap menjadi tanggung jawab 

penulis. 

Keseluruhan tulisan tersebut, pada akhirnya dipersembahkan dengan sadar 

sebagai bentuk turut sertanya para akademisi FH Unpar dan kampus 
sahabat demi kemuliaan martabat manusia dan keterjagaan semcsta. 
Selamat membaca. 

Bandung, Agustus 2018 

Tim Editor 
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Artikel1 

HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT 
DI ERA POST-TRUTH 

Liona Nanang Supriatna 

ABSTRACT 
Hak kebebasan bcrpcndapat adalah hak konstitusional karcna dijamin olch undang-undang 

negara. Sebab itu, sctiap orang atau kclompok masyarakat berhak untuk mcnyatakan 

pendapat secara publik mcnurut koridor hukum yang bedaku. Akan tctapi, perkcrnbangan 

hak kcbcbasan berpendapat scbagai bagian dari semangat dcmokrasi menghadapi ekscs 

negatifnya oleh pcr.kcmbangan era po.rNruth (pasca kebenaran), di mana inforrnasi dan isu

isu publik yang pcnting terdistorsi olch kcpcntingan jangka pcndck para demagog politik 

yang cakap mcmpropagandakan isu tanpa basis realitas dan data yang sahid. Akibatnya, 

masyarakat mcngonsumsi informasi yang lcbih banyak dicekokl oleh muatan cmosi 

daripada apa yang scmcstinya urb~n untuk mcmbangun bonH!ll ro?JI!JIImr:. Gcjala ekscs negatif 

era pasca kebcnaran ini scmakin meluas oleh kcmampuan amplifikasi media digital yang 

berkembang pcsat. Untuk itu) perlu strategi literasi kritis untuk menghadapi pengaruh 

informasi di ruang publik dan penegakan hukum yang prefentif dan 

PENDAHULUAN 
Diskursus tentang hak-hak asasi manusia dalam tataran internasional 

salah satu kemajuan yang paling penting yang berlangsung sejak 
Perang Dunia Kedua', yang sebelumnya didominasi oleh 

pemerintahan totaliter yang mengontrol hampir seluruh aspek 

li:\ttpan manusia2 -terlebih dalam akses informasi- tidak lagi menjadi 

pemerintah. Di zaman nOJJJ, kebangkitan hak-hak asasi manusia 
kesadaran tentang hak kebebasan berpendapat semakin meluas, 

""'"''uot.au dalam era demokrasi digital. Di satu sisi, hal ini merupakan 

dengan R. B. Lillich & H. H. Hannum, International Human Rig/us -
o[Law, Policy and Practice (1995) 3"1 ed., hal. 36. 



suatu gerakan positif dalam upaya untuk menghilangkan sikap keotoriteran 

negara dalam menjamin kebebasan bcrpendapat rakyatnya, namun di sisi 
lain justru menciptakan situasi cbaos, karena t:idak bisa membedakan mana 

pendapat yang benar dan mana pendapat yang keliru (hoax). Sementara itu, 
belum ada instrumen hukum yang memadai untuk mengaturnya baik dalam 
perjanjian internasional, termasuk institusi dan organisasi internasional dan 

regional', maupun dalam sistem hukum nasional. 
Semenjak refonnasi, 'ledakan' kebebasan pers, 'luapan' menyampaikan 

pendapat, dan melakukan gerakan sosial semakin besar sehingga kadang 
mengalami kerancuan karena melampaui bat:as. Terlebih lagi ketika internet 

hadir, kebebasan masyarakat: mcngt,'lmakan media digital bahkan tclah 
berkembang menjadi boax, cyber ai!lle, dan pada akhirnya masyarakat: 

mengalami gejala Post Tn1tb Society,' yakni budaya politik di mana perdebatan 
lebih diwarnai emosi daripada kebijakan yang ada dan dipengaruhi oleh 

munculnya ujaran-ujaran kebencian dan kebohongan secara berulang-ulang 
sehingga mengaburkan kenyataan/kebcnaran, konsep yang sudah mapan 
menjadi tidak penting a tau tidak relcvan. 5 

Era Post-Truth merupakan iklim sosial-politik di mana objektivitas dan 
rasionalitas membiarkan emosi atau hasrat memihak ke keyakinan 

meskipun sebetulnya fakta menunjukan hal yang berbeda. 6 Era Post Post
Tmtb mendapat momentumnya karena met·asa jenuh dan membenci 
limpahan pesan dan rayuan: semua berujung meminta untuk membeli, 

mengonsumsi, memilih, memberi pendapat a tau ambil bagian di kehidupan 
sosial.7 Dari aspek budaya, tentu hal ini sangat membahayakan sehingga 

3 Bandingkan dengan T. Landman, Protecting of Human Rights A Comparative Study' 
(2005), hal. I. 

4 Lihat, Paulus Wimtomo, Memperkuat Kebinekaan Dan Toleransi Di Era Post 
Makalah, disampaikan dalam PPRA L Vlll (Program Pendidikan Reguler Angkatan 
LVIll ), Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Tanggal 2 Agustus 
2018, hal. 22. 

5 Ananda Sukarlan, Ada Apa Diba/ik Fenomena /sti/ah Post Truth Di JIUtm~es,wt, 
terdapat di 
di-indonesia/a-42330349, diakses tanggal 2 Agustus 2018, Pukul 15.00. 

6 Haryatmoko, Mencari Kebajikan Di Era Post-Truth: Hoax, Disinformasi dan 
Sosial, Makalah, Disampaikan da1am PPRA LVIII (Program Pcndidikan 
Angkatan LVIII ), Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Tonmml', 

.. -· :";gustus 2018, hal. 1. 



kekuatan strukt:ural pcrlu diperkuat: (t:crmasuk kewibawaan Pemerintah 

dalam bidang "koersi" untuk membcrikan batas-batas pada pcrkembangan 

kebebasan bcrpendapat terut:ama dalam demokrasi era digital yang banyak 

menyimpang ini." 

Demokrasi digital adalah istilah baru dalam menjelaskan persilangan 

rclasi antara pcnggunaan media sosial, pemenuhan rcpresentasi dan 

artikulasi kepentingan serta penguatan kclas menengah. Ketiganya 

merupakan faktor penting dalam menjelaskan konstclasi sosial politik yang 

berkembang eli Indonesia dengan memunculkan media sosial sebagai pilar 

demokrasi. 9 Jadi, perkembangan terbaru demokrasi telah memasukkan 

media sosial sebagai salah satu pilar penting politik dcmokrasi. Media sosial 

memudahkan perkembangan cara-cara baru komunikasi politik demokrasi, 

sehingga menjadi lebih cair, mudah dijangkau dan terjadi semacam disrupsi 

informasi yang meluas, sehingga bisa tcrjebak ke dalam ekses negatifnya, 

yakni bahwa kebanjiran pcrilaku bcrdemokrasi yang tak terkendali. 

Teori sosial dan politik yang umnm dipelajari hari ini scbagian bcsar 

merupakan warisan pemikiran dari revolusi industri yang berlangsung 

sekitar dua abad lalu.w Revolusi tersebut berlangsung terus-menerus yang 

berpengaruh terhadap peradaban manusia, tentu membawa dampak yang 

. "'·'''"""' luas dalam berbagai aspek kehidupan man usia terutama di dunia 
r i;f l<el>et•asan media digital, demikian besarnya revolusi digital yang melanda 

,,,,, '"~''~" ditandai hadirnya internet menggeser berbagai perangkat tclmologi 

iJ~·rn"'n old. Media sosial Radio, TV, Koran Harian dan Media konvesional 

p~rfa>>ar>-'"luan hilang dari peredaran diganti oleh Media "instant" melalui 

;p_tttu!be, Google, W A dan a tau Media Digital sejenisnya. 

Rev<Jlus·i· Media digital telah mendominasi bahkan mempengaruhi 

demokrasi. Media digital memainkan perauan yang sangat: luar biasa 

dem<Jkt·asi digital. Di mana pun dan kapan pun serta siapapun dapat 

pendapat, opini, kritik, mclakukan strategi kampanye 



politik, dan mcmobilisasi massa. Kemampuan persuasi dapat diperkuat olch 
kcmampuan media digital untuk melipatgandakan impuls reaksi terhadap 

isu yang dilon tarkan. Pcmerintah pun dapat melakukan tata kelola 
pemerintahan secara terbuka (onltl1e) yang dapat diakscs oleh siapapun, 

kapan pun, dan di manapun. 
Di pihak lain, rakyat Indonesia sedang mengalami proses transisi 

kchidupan politik. Era baru demokrasi digital membentuk cara-cara bam 
ekspresi kebebasan di ruang publik, terlcbih mcnghadapi "tahun politik" 

Pemilu Legislatif dan Presidcn tahun 2019 secara bersamaan. Media digital 
adalah salah satu sarana cfektif untuk mercbut simpati konstituen dcngan 

mcnyeharkan informasi-informasi yang menggugah sekaligus menyerang 
lawan politik. Media digital bisa meningkatkan tensi persamgan 
antarkandidat dan mempercepat sirkulasi penyerangan yang bisa saling 

menjatuhkan satu sama lain. 

II. PEMBAHASAN 
11.1. Fondasi Hukum Hak Kebebasan Berpendapat 

Kchebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak 
asasi man usia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 

Pasal 28E .Ayat (3) menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas 
kebcbasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". 
Kcnmdian Pasal 28F menyatakan bahwa: "Setiap orang bcrhak nntuk 

berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta bethak untuk meneari, 

mcmperoleh, mcmiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". 

Rumusan kemcrdekaan mengungkapkan pendapat diatur dalam 

Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang 
Mengemukakan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 Ayat 1 yang 
menyatakan bahwa: Kemerdekaan mcnyampaikan pendapat adalah 

hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan 
tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab 
dengan ketentuan pcraturan petundang-undangan yang herlaku. 

tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal 
hak Asasi Manusia. Upaya membangun dcmokrasi yang berke:ad'll~ 

. ' ' 



aman, tertib, clan clamai, clan clilaksanakan secara bert:anggung jawab 

sesuat dengan ketentuan perat:uran perunclang-undangan yang 
berlaku. 11 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Ten tang Kcbebasan 
Mengemukakan Penclapat di Muka Umum telah melindungi kebebasan 

menyatakan pendapat yang climiliki oleh seseorang dalam pemenuhan 
hak sosial dan politik. 12 Pasal5 menyatakan bahwa: Warga negara yang 

menyampaikan pendapat di muka umum bcrhak untuk: 
a. mengcluarkan pikiran sccara bebas; b. memperoleh perlindungan 

hukum. Sedangkan Pasal 6 menyatakan bahwa: Warga negara yang 
menyampaikan pcndapat eli muka umum berkewajiban clan 
bertanggung jawab untuk: a. menghormati hak-hak orang lain; 

b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; c. mcnaati 

hukum clan ketcntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. 
menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan 

e. menjaga keutuhan persatuan clan kesatuan bangsa. 
Sedangkan Bab IV Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 

Tcntang Kcbebasan Mengemukakan Pcndapat di Muka Umum 
mengatur tcntang bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian penclapat 

di muka umum. Pasal 9 menyatakan bahwa (1) Bentuk penyampaian 
pendapat di muka mnum dapat dilaksanakan dengan: a. Unjuk rasa atau 
demont:rasi; b. Pawai; c. Rapat umum; dan atau d. Mimbar bcbas. (2) 

Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana climaksud dalam 
(1), dilaksanakan di tcmpat-tempat terbuka untuk umum, kecuali: 

a .. di .lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, 
sakit, pelabuhan udara atau lam, stasiun kereta api, terminal 

Sandi Selfia Sari, Kebebasan Berpendapat Berdasar Atas Undang Undang No. 
1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat Di Muka Urnum 

dari PersfektifHAM, di 

tanggal3 Agustus 2018, Pukul 09.00. 
Subiakto, Kebebasan BeJpendapat Di Era Digital Da!tun Po:~fekt{/' 

··4o•.su.dm•a Demokratis, Makalah disampaikan dalam PPRA LVIII (Program 
Itegutcr Angkatan LVIll ), Lembaga Ketahanan Nasional Rcpublik 

, "''""·"r 30 Juli 2018. 



-
HAK ASASI MANUS I 
Tema HAM tidak hanya berkaitan dengan isu manusia dan hak politiknya; kej 
kemanusiaan; kesetaraan antara penyandang disabilitas dan mereka yang 
menyandangnya; atau pengakuan hak-hak masyarakat adat. Konsep yang luas 
pada dasarnya mencakup seluruh bidang kehidupan manusia. Terbukti dari 
berkembangnya tiga generasi HAM, mulai dari HAM generasi pertama yang 
berbicara mengenai hak sipil dan politik; HAM generasi kedua yang meliputi hak 
ekonomi, sosial, dan budaya; hingga HAM generasi ketiga yang membahas misalnya 
hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas lingkungan hidup yang baik, 
dan lain-lain. 

Perkcmbangan tersebut dimulai dari saat di mana tidak perlu adanya cam pur tangan 
negara terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Berlanjut pada diperlukannya 
sikap aktif negara untuk memenuhi hak-hak yang muncul atas tuntutan akan 
persamaan sosial dan pada akhirnya mewajibkan negara untuk menyusun dan 
menjalankan program bagi pemenuhannya. Terakhir, sampai pada saat di mana 
pelaksanaan hak-hak generasi ketiga, membutuhkan adanya kerja sama interna.sional 
dan bukan sekedar tanggung jawab suatu negara. 

Buku Percikan Gagasan tentang Hukum V yang bertema "Hak Asasi Manusia" ini 
diharap dapat semakin meluaskan penyebaran kajian akan HAM. Hal ini dilakukan 

- juga untuk membantu terciptanya implementasi Rencana Aksi Nasional H ak Asasi 
Manusia (RANHAM) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 
2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Perpres 
75/2015). 

Buku Percikan Gagasan ten tang Hukum V ini dibagi berdasarkan tulisan yang I 
ditujukan pada pembenahan lembaga, serta yang diharapkan mampu meningkatkan 
sikap internalisasi nilai dalam diri sendiri. Di akhir, buku ini akan ditutup dengan 
tulisan yang lebih memperlihatkan unsur internasionalnya, di mana Indo 
sebagai aktor internasional, juga turut memberikan sumbangsih bagi diskusi rna 
aksi nyata mengenai HAM. 
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